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KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 024/II/TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENERTIBAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang

Mengingat

oa.

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penertiban
pajak kendaraan bermotor, perlu dibuat Standar Operasional
Prosedur sebagai pedoman dalam melakukan Penertiban
Pajak Kendaraan Bermotor;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang
Standar Operasional Prosedur Penertiban Pajak Kendaraan
Bermotor;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



Menetapkan :

KESATU

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5346);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 296);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 293);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018 Nomor 90);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016
Nomor 99);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pendapatan Wilayah Pada Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2018 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penertiban Pajak
Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan.



KEDUA : SOP dan dokumen administrasi tentang Penertiban Pajak
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 02 Februari 2018

0 T.R, M.Si
Fahgkat, A mbinA Utama Madya
NIP.= : 19640811 199303 1 006

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar;

2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar;

3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar; dan
4. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.



